
BUPATI TANA TORAJA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PE TURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR I, TAHUN 2019

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUN.JANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN
KETIGA BELAS BAGI PBGAWAI NEGERI SIPIL, PE.JABAT NEGARA DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORA.IA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORA.'A,

Menimbang a. bahlr'a dalam rangka metringkatkan dan metrjamin

kesejahteraan Pegart'rri Negen Srprl, Pejabat Negara dan

Anggota Dewan Per'*'akilan Rakyat Daerah sebagai

wujud apresiasi Pcmerintah atas pengabdian pada

balgsa dan negara, Pemerintah memberikan tunjangan

hari ray'a, gaji dan tunjangan ketiga belas kepacla

Pegawai Ncgeri Sipil, Pejabat Ncgara dan Anggota Dewan

Peru,akilan Rak-vat Daerah :

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal l0 ay'at l2l

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 20 19 tentang

Pertitrahan Kctiga atas Pera(uran Pemerintah Nomor 19

Tahun 20 I 6 tentang Pentberian Gaji, Pensiun, atau

Ttrnjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipii,

Prajurit Tentara Nasional lndonesia, Angggta Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan

Penerima Pensiun arau T\rnialgan jo Pasal l0 Ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nonri>r 36 Tahun 2019 telltang

Pemberian Tunjangan Hari Rava kepada Pegawar Negeri

Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Angeota /
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara.l-

Perrerinril Pensiun, ['ettr:rirra Tu r-rjangirrt. -Yang

mengamana[kar) trahu,zr ketetttuan Iebih tanivl,{L
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C

mengenai teknis pemberian gaji, pensiunan, tunlangan

dari Ang4aran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur

dengan Peraturan KePala Daerah;

bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaim a

dimaksud dalam huruf a dan hurrf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan

Tunjangan Ketiga belas bagi Pegawai Negeri Srpil'

Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Ra zrt

Daerah di Lingkungan Pemerintah Daer€h Kabupaten

Tana Toraja;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undalg Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il Sulawesi

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Le mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822);

3, Undang-Undang Nomor '23 Tahun 2Ol4 tentarlg

Pemerintahan Daerah (Lembaran Ne ta Republik

lndonesia Tahun '2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah be rapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Pe bahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Dae (kmbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor .5679)l

4. Peraturan Pemcrintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang

rubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau

T\rnjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil,

Pra;urit 'Ientara Nasional Indonesia, An ta Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan

Penerima Pensiun atau TuffiSan (Berita Negara

Men gingat
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Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 92);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang

Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri

Sipil, Prajurit Tentara Nasional Ind esia, AnEgota

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara,

Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangern (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 507);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 l5
lentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagarim a teiah diubah dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 20lg tentang
Pe bahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang pembentukan hoduk Hukum
Daerah (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 20 l g

Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor lO
Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan
Perangkat Dnerah.

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan
TUNJANGAN HAR] RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TO JA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasai 1

Dalam Peratural Bupati ini yalg dimaksud d gan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerir-rtahan oleh pemerintah Daerah dan Deu,an
Perwakilan Ra at Daerah [lenurut asas otonomr dan
tu s pembanruan dengan prinsip
luasnya dalam sistem d prinsip
Repuhlik Indonesia scbagaimana

otonomr seluas-

Ne ra Kesatuan

dimsksud dalatyfi

-
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat pNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh pejabat pembina Kepe waian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

3. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.

DPRD bupaten Tana Toraja.

5. Hari Raya adalah hari raya ldul Fitri.

6. Tt-rnj an gan adalah Pembayaran yang dil ukan secara

teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan

dengan gaji.

7 . Caji adalah hak pegawai yang ditenma dan dinyatakan

dalam bentuk uang sebagai imbaian dari pemberi

kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan

menu t suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau

peraturan perundang-undangan.

8. Surat PermirLtaan Pembavaran yang selanjutnya

clisebut SPP adalah dokumen yang dibuat/ diterbitkan

oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan

kegiatan yang disampaikan kepada Pengguna

Anggarnn aralr Pc'jabar lain -vang ditunjuk selaku

pemberi kerja untuk selanjutnl'a diteruskan kepada

I . Surat Perintah Membayar yang selanjptnya disebut

SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna

Anggaran/Kuasa Penggua Anggaran (PA/KPA) atau

pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dara

yang bersumber dari Dokumen laksanaan Anggaran

(DPA) atau dokumen lain yang dipersamatan.

10. Surar Perintah Perrcairan Dana yang selanjutnya

ciisebut SP2ll adalirh surzrt perintalt yalg diterbitkan

oleh Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan

pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan d

Belarla Daerah (APBD) berdasarkan SPM,.[[
./
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BAB II

PEMBERIAN TUN.'ANGAN HARI RAYA, GAJI DAN

TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 2

(1) PNS, Pejabat Negara dan Anggota D D diberikan

Tunjangan l{ari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga

Relas,

(2) PNS sebagaimana pada ayat (l) tidak termasuk PNS

Jrang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara

atau cltlttgaskan cli luar instansi pemerintah daerah'

Pasal 3

(1) Ttrnjangan Hari R a bagi PNS, Pejabat Negara dan

Anggota DPRD sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 2

ay-at (1) ,yaitu sebesar penghasilan I (satu) bulan pada

2 (dua) bulan sebelum Hari RaYa.

(21 Dalam hal penghasilan I (satu) bulan pada 2 (dua)

bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana

dimaksucl pada a-vat (1) trelum dibayarkan sebesar

penghasilan yarlg seharusnya diterima karena

berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan

tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari

Raya.

(3) Gaji clan Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS, Pejabat

Negara dan Anggota DPRD diberikan sebesar

penghasilan pada bulan Juni.

(4) Dalam hal penghasilan pada bulan juni sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar

penghasilan )'ang seharusnya diLerima karena

perubahan penghasilan, kepada yang bersangkutan

tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga

belas.

(5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

a\.at (3) diberikan bagi PNS, Pejabat Negara dan

Anggo ta DPRD mehputi gqii pokok, tunja nga n

keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum

dan tunjangan kinerja atau sebutan lannya4fi,
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(6) Dalam hal penghasilan pada\ bulan juni sebagaimana
drmaksud pada avat (4) beluur dibayarkan sebesar
penghasil yang seharusnya diterima karena

belas. \

BAB III

U

U

PEMBAYA NTUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN
TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasai 4

(1) Ttnjangan Hari Raya untuk PNS, Pejabat Negara dan

Anggota DPRD dibayarkan paling cepat l0 (sepuluh)

hari kerja sebelum tanggal hari raya.

(21 Dal hal Tuqangan Hari Raya sebagaimana

dimaksud pada avat (l) belum dapat dibayarkan'

Tunjangan Hari Raya dibavarkan setelah tanggal Hari

Ra1.'2.

(3) Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas untuk PNS' Pejabat

.luli.

Pasal 5

Proses Penerbitan dan pengajuan SPP' SPM dan SP2D

Tunjalgan Hari Rava, Gaji dan Tunjangan ketiga Belas

dilakukan sesuar dengan peraturan p€ ndang-undangan

yang berlaku.

BAB iV

PENDAN N

Pasal 6

Pendanaan Pembenan tun-langan hari a, gaji dan

tunjangan ketiga belas dapat bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Sumbe mbiayaan lain yang sah dan tidak mengikat



Peraturan BuPati

diundangkan.

Agar setiap orang me rlgetahuiny a'.

pen ndangan Peraturan BuPati

penempatannya dalam Berita Daerah

Tora ja.

Pasal 7

ini mulai berla da tanggai

-1

RAB V

KT'TtrNTUAN PENUTUP

CODEilUS BIRII|

rnemenntahkan
\, ini dengan

KAfuppaten Tana

U

Ditetapkan di M le.

pada tanggal 17 MdL eotl
BUPATI ATAR,A,TA, A

Diundangkan di Makale

pada tanggal t-f rr'lat Jotl

SEKR A

SEMUEL T E BURA

BERITA DAERAH KABUPATENTANATORAJATAHUN 2019 NOMOR: II


